BAB |

PENDAHULUAN

Untuk m nomor izin edar

pemakaian konsumen dapat
mengetahui 2017 kosmetika

adalah baha | ( 3 : % dermis, rambut,

kuku, bibir dir brgan-geni ; amllil: terutama untuk

bau badan atau

gai upaya dalam
melindungi idak memenuhi
standar dilar akanan (BPOM)
supaya prod tandar dilarang
beredar. Beredp{nye Beiien : 6 .Yﬂ en yang terdapat
pada pasal 4 Ayat (1)1 099 tentang Perlindungan
Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengonsumsi barang
dan jasa karena konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. ada dua jenis
kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu. Kosmetik yang

tergolong kosmetik TIE adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Sedangkan

! Kementerian Kesehatan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, No. 19/2015,
Ps. 2.



kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan
kosmetik yang baik (CPKB) dan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya
digunakan.?

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga nonkementrian bertanggung

en serta produk
pangan danf Bahan: yahays. ROENE. peredardn,§ masih banyak

dan Makanan

(BPOM). ¥l lswms

BBPOM adang me i gan kandungan
berbahaya. g ’ ebih dari Rp 34
ngawasan Obat

ilegal tersebut

pewarna merah

K3 dan K10.

kuku. Berikut :E]! K K legatrreRseal M aoxd hasil pengawasan
BBPOM periode Okiober26z

hingga pewarna

Tabel 1.1

Lampiran Kosmetika yang mengandung bahan terlarang di Kota Padang

2 https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-janganterjebak-. Diakses
hari selasa, tanggl 06 Juli 2023 jam 19.20.



No

Nama Produk Nomor Izin Nama dan Alamat Kandungan Bahan

Edar/Notifikasi Produsen/Importir/Distr  Yang dilarang

ibutor
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Gambar 1.1



Temuan Kosmetika llegal

Temuan BPOM pada Obat, Vitamin dan Kosmetik Mengandung BKO (Okt 2021 — Agt 2022)

1,2 Juta
1Juta
800.000
EEDU.DDD
400.000

200.000

Obat dan vitamin

Dkatadata... “If databoks

Dari ga at dan Makanan

(BPOM) me ng mengandung
bahan kimig ¢ at <O % pipa : akat. Sebanyak
658.205 kepr ;E;é'i":i:’ ng BKO yang
diedarkan sagax \mec 1arKeek iliar. Terdapat
pula 1 juta \~« \'T*“/ : rang dan dapat

menyebabka

miliar. TemuaI]1 Hhasibdahi=Raln A ‘ ::s dilakukan BPOM
| [N

terhadap obat tradiSTOTEk=su peredt Oktober 2021-Agustus

2021.3

encapai Rp 34

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa masih banyak pelaku usaha menjual dan
mengedarkan produk berbahaya dikarenakan masih kurangnya peran dari aparat berwenang

dalam mengatasi masalah peredaran produk ilegal di kalangan masyarakat.

3 https://databoks.katadata.co.id/ diakses pada tanggal 16 februari 2023



https://databoks.katadata.co.id/

Motif pemicu adanya pelaku membuat atau memproduksi kosmetik ilegal adalah faktor
ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang menimbulkan efek jera pada pelaku. Hal
tersebut dimanfaatkan para pelaku untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan besar.

Banyak orang tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah namun
hasilnya bagus. Tidak heran_basa ag_alternatif untuk membeli suatu

produk wala eUNeIViR&H terdaftar dalam

BPOM.

Kosmeti karenakan tidak

adanya nom gal kadaluwarsa

produk. Kog udah sehingga

kosmetik te cari tahu suatu
produk sebe kosmetik yang
mengandung ya, orang-orang

duk yang dibeli

bisa saja me

Pengaw asan yang baik
mutu suatu pr Ciam eV YRR TR Ilz onsisten, padahal
khasiat dan manfaat proct-terse 3 ‘ gpada jumlah kandungan aktif

yang terdapat di dalamnya. Pengawasan terhadap peredaran mempunyai permasalahan yang
luas, cenderung kompleks, dan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Peran serta masyarakat dan pelaku usaha

dalam pengawasan mempunyai arti penting dan perlu ditingkatkan.*

* Perizinan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Di akses melalui https://bisnisukm.com/perizinan-
bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html diakses pada tanggal 2 oktober 2022



Selain itu tujuan pengawasan peredaran kosmetika ilegal juga Sebagai pedoman dan
petunjuk teknis bagi pelaku usaha dalam melakukan permohonan layanan di Direktorat
Pengawasan Kosmetik, sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi petugas pelayanan dalam
melakukan evaluasi permohonan layanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik.

Pengawasan kosmetika di atur dalam peraturan presiden no.80 tahun 2017 pasal 16 dan 17,

tugas menye

tradisional, k Dhat Ttadisional,

Suplemen K an kebijakan di

bidang Peng ti standardisasi,

registrasi, p onal, suplemen

kesehatan, d ebelum Beredar

dan Pengaw; an produksi dan

pengawasan Jdi Stiibiisimebatgiiad sional, ¢
\\) S Lﬂ
e
=

norma, sta gan.__Kriteria__di /r
& ‘I||L!Eld_m 2

Pengawasan EVammanra iiainis s

uplémen ke ; smetlld . penyusunan

o Beredar dan
n produksi dan
pengawasan ; d. pemberian

P EDIAIANN
bimbingan te i R Sepefe B&éetar dan Pengawasan
' D BA

Selama Beredar meliputi standa gawasan produksi dan pengawasan
distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; e. pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi
standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional,

suplemen kesehatan, dan kosmetik;



Sasaran pengawasan kosmetika ialah memberikan pelayanan prima pada pelaku usaha,
meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Kosmetik
sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya, Direktorat
Pengawasan Kosmetik mampu menerapkan standar pelayanan dengan baik dan konsisten.

Salah satu permasalahan yang dihadgpi.ada a mendapatkan perizinan, baik perizinan

untuk melak sibutuhkan untuk
notifikasi jug

BPOM menteri  yang
menyelenggs BPOM bertugas
dalam melak ran perundang-
undangan. bbat, narkotika,
psikotropikal kosmetik, dan
pangan olah \wasan terhadap
obat dan ma 80 Tahun 2017
tentang Bads yawasan Obat dan | Aakaf

Berdasa 2017 tentang
dalam rangka

Peningkatan §f€ | 3y AKS ;
l“\ﬂsl‘
meningkatkan efeksivitdg\dtg FAANRerEN maka dibentuklah

koordinasi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri
kesehatan, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri pertanian, menteri
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, menteri

kelautan dan perikanan, menteri komunikasi dan informatika, kepala badan pengawasan obat

> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pasal 1 ayat 1 dan 2.



dan makanan, para gubernur dan para bupati dan wali kota harus mengambil langkah-langkah
sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing untuk melakukan efektivitas dan penguatan
pengawasan obat dan makanan.®

Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap

disingkat depegen=set : peRRiieggas Mmengawasi
peredaran o I
berdasarkan JKeput ~:‘3‘ A un 200 L , Tugas, Fungsi,
Kewenangar}, | ~Qﬁ:-:.:v‘rgani 2 eibaed arfemen dan telah
mengalami gejdbahan melal O NEAlE -Mahg berkoordinasi
di bawah Kemdnterian-Kesena ing dari Pemerintah
Daerah yan( da “bawah_dan be It aWanNkaDads alikota melalui
Sekretaris D ’

|-
Tugas pg l\
Q]

tugas pemba

tah Daerah dan
BBPOM dalam
hal mengaw.
dalam pemer ‘ € i adap penggunaan
berbahaya yan STl « erekdparrtilang dan penyesuaian
dengan standar kemasan kosmetik, dan melakukan pengawasan terhadap pengadaan impor dan
distribusi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, serta melakukan sanksi administrasi
berupa pencabutan surat izin ; serta Kepolisian suatu badan yang bertugas memelihara

keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum),

8 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017



merupakan suatu anggota badan Pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga
keamanan dan ketertiban). Polisi juga merupakan pihak yang mempunyai andil besar dalam
melakukan pengawasan terhadap pelanggaran penjualan produk kosmetik tidak terdaftar yang
beredar di Kota Padang. Salah satu fungsi polisi adalah memelihara keamanan dan Diknas

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan, pengayoman serta pelayanan

Sejalan ¢ i 3 4 i oleh beberapa

yang berjudul

lya Pengawasan

Hukum terhddhp PeredaranfKosmetik BefbphaYai] efedisteriBRO ‘ Dinas Kesehatan

Kota Malarie| tasReelit A ' ) menggunakan
‘\ —
e -
pendekatan \x\.w--......._.,..m-/., k menggunakan

pendekatan Crea—Put0teta” Prema—beste 1 “Pelaksanaan
Pengawasan O Jualan Kosmetika

Z PPKEDJAJAAN
yang Tidak Tn g gun M penelitian empiris
UK I N BA

yang meneliti bagaimana peld gwasan yang dilakukan oleh badan
pengawasan obat dan makanan (BPOM) terhadap penjualan kosmetika yang tidak terdaftar di
Denpasar. Selain itu peneliti tertarik untuk mengkaji judul ini karena judul ini masih belum

banyak diteliti oleh peneliti yang lain,
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Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika menjadi topik yang menarik diteliti oleh
peneliti dikarenakan terdapat beberapa fenomena atau permasalahan antara teori yang peneliti
pakai yaitu teori Van Horn dan Van Meter yang mana digunakan peneliti untuk meneliti

bagaimana Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika llegal Oleh BBPOM Sumatera

Barat di Kota Padang

Peneliti
menjadi top
memahami 1

Seperti p

seperti pelak an, penyusunan
sebelum beredar
Jan pengawasan
dengan instansi
Pemerintah ; aerg emberiaf | DIp SUpgTvisi di bidang
pengawasan paran ketentuan

peraturan pé dan koordinasi

pelaksanaan tuIJn SHARREk TR S#Phebada seluruh unsur
T - ‘
organisasi di lingkungamBrRo

Di dalam undang-undang sudah diatur bahwa mengenai perlindungan hak keamanan,
ketertiban, dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu barang. Maka setiap produk barang
kosmetik yang diedarkan dan dipakai oleh masyarakat harus jelas dan aman untuk dipakai

berdasarkan standar BPOM.’

7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J
Ayat 1 Amandemen Ke Empat Menyatakan” (1945)
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BPOM berusaha menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya memiliki Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Indonesia, BPOM RI memiliki Unit Pelaksana
Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 73 (tujuh puluh

tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Provinsi joemetesa=i NE}R;S!IASrANBALdAS ******** asan obat dan

enuhi ketentuan
gandung bahan
is Badan POM,
gan perubahan
i Padang terus

dan melindungi

Sumatera Barat
formasi kepada
FOM atau BPOM
di seluruh IndQJ¥e ‘ S£s dimana saja dan
kapan saja. Dih ormasi yang benar
dan cepat dalam menyampaikan permasalahah untuk mendapatkan klarifikasi terkait mutu dan
keamanan obat dan makanan sehingga kosmetika ilegal dapat ditertibkan dan mengurangi

pelaku usaha yang masih memperdagangkannya.

8 https://bbpompadang.id/sejarah-bpom diakses pada tanggal 1 januari 2023 Pukul 17:50 WIB



https://bbpompadang.id/sejarah-bpom
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Hasil uji sampel yang dilakukan di BBPOM Padang terhadap kosmetik yang memenubhi
syarat tahun 2021 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pengambilan kesimpulan
hasil MS atau TMS pada tahun ini masih seperti tahun 2019 dan 2020 dimana sebelum tahun

2019 hasil pengujian hanya ditentukan oleh hasil pengujiannya saja , sedangkan mulai tahun

penandaan (j M Heirim=ie=3 BPOM Padang

daklanjuti.’

PROFIL HASIL UJI SAMPEL RUTIN KOSMETIK TAHUN 2021

450
400

350

250
200

150

° s Bivs Buw

BALAI LOKA PAYAKUMBUH LOKA DHARMASRAYA

BMS+MK EMS+TMK ETMS+MK ETMS + TMK

Sumber : Badan Pengawas Obat dan Makanan

9 Pompadang.go.id diakses pada tanggal 14 februari 2023
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1) Hasil Uji Memenuhi Syarat (MS), tetapi Penandaan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
sebanyak 135 sampel terdiri dari Sebanyak 93 sampel Balai yaitu : 25 sampel targeted, 68
sampel Random (TMK), Sebanyak 18 sampel Loka Payakumbuh yaitu 8 sampel targeted, 10
sampel Random (TMK), Sebanyak 22 sampel loka Dharmasraya yaitu 5 sampel targeted, 17
sampel Random (TMK)

Peraturan Kepala BaeefT, Pange ntﬁs KNU ang publik Indonesia Nomor

HK.03.1.23. 42 f0-£$98 Qe e SekanRE N5 freds) Kosmetik pasal

2 menjelaska emenuhi kriteria

sebagai beri sesuai dengan

ketentuan pé ak mengganggu

atau memba un pada kondisi

penggunaan dengan tujuan
penggunaan rsyaratan sesuai

CPKB (Cardl Rémbilatai-<esmic! yang Bz anl| digunakan sesuai

=B

dengan kod I ~-----.mr-ar---'/ tuan peraturan

perundang_ .nl-un-n_l.kj. .p-Lq-l-‘.Y‘Imr-‘ 2 k menyesatkan
Penertibar

ME DJAJAA '
kegiatan inte N 0 ’f-‘{ Il BBPOM dan

dilakukan serempak di seluruh Inde g-masing UPT di daerah.
Target aksi merupakan: kosmetika tanpa izin edar (TIE); Kosmetik mengandung bahan
berbahaya; kosmetik kadaluwarsa/ rusak. Sasaran Aksi adalah: Sarana yang mengedarkan

kosmetik; Sarana yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai tempat peredaran kosmetik;

Sarana distribusi yang berdasarkan analisis risiko berpotensi mengedarkan kosmetik ilegal dan



14

atau mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dilakukan secara mendadak di berbagai

sarana distribusi di Kota Padang.

i Kriteria

Kab Padahg
Kab Tana
Pesisir Sd
Kab Solok e
Kota Pariaman
Kota Sawah lunto 6 0 6

Kab Solok Selatan 4 2 2

Kota Padang Panjang 6 3 3
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Kab Pasaman Barat 8 2 6
Kab Pasaman 13 5 8
Kota Solok 6 0 6
Kota Padang 33 7 6

Jumlah

Sumber

Dari tab i Kota Padang

merupakan t makanan prov.

Sumatera Bj pertama yang
memiliki sa
BBPOM tkan4 aAn Keps Kl Usahd, Bengan paikan jangan

pernah menjia ekesme e ! 0 al ldin  menyangkut

pel‘Syal‘atan \;r' K. SErlad. b BbPOY d ebaran klat'klat
cerdas mem Dengan-cemHianid pkarpe engetahui cara-

cara memilih ain yang epada masyarakat
dalam rangka % of N4 pqog@raan  kosmetik aman
terutama di kalangan generasi muda erigembangkan kegiatan persuasif yang
terintegrasi dengan masyarakat melalui Program BBPOM goes to School dan BBPOM goes to

Campus.°

10 pom.go.id/new/view/more/berita/26411/BBPOM-di-Padang-bentuk-Duta-Kosmetik-Aman-Tahun-2022.html
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Program ini merupakan pemberdayaan masyarakat melalui Pembentukan Duta Kosmetik
Aman pada satuan pendidikan di Indonesia agar mampu mewujudkan masyarakat digital anti-
hoax dan menjadi spokesperson BBPOM yang mampu menjadi influencer bagi komunitasnya

agar mampu memilih dan menggunakan kosmetik aman. Untuk itu, Balai Besar POM

(BBPOM) di Padang mengadakan kegiataahicabingan teknis dalam rangka Pembentukan Duta
Padang untu e 20 kan-reka s Ktrselsr a4 fhasyarakat pada
umumnya ag \

Dalam lid yang saat ini
ditetapkan o 21 Tahun 2020
tentang Orgx bagaimana telah
diubah deng un 2022 tentang
Perubahan A un 2020 tentang
Organisasi 0 Bt ngawa ang pengawasan
terdapat dua ' : gawasan. Deputi

Bidang Pen melaksanakan

penyusunan K§ S : pgngawasan selama
)
beredar, [ |:@

Deputi Bidang Penindakan melaksanakar penyusunan kebijakan penindakan, pelaksanaan
kebijakan penindakan, penyusunan norma, standar, prosedur,  Kkriteria penindakan,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan

1 https://www.pom.go.id/new/view/direct/solid
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penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan obat dan makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BBPOM sebagai lembaga Pemerintah yang
merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Susunan organisasi

BBPOM mempunyai tugas menyelengga usunan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pengg Deputi Bidang

Pengawasan terdapat dalam
Pasal 17 Perdtlfa den No8 )1 1 3 Q)bkt dan Makanan.
Menging  dar aksanakan — aka diperlukan

3| 1
kecekatan dg HORYVasE I lapangan agar

proses pengawa A 3 : in beredar suatu

produk kosnfefikatE g e . aptbduk dan sertifikat

terkait kelangk@IDSNVSMErEakan-haly : pengembangan
SDM perlu lilakukan bukan
saja berdasarky ‘ eT apiugh Pe QITY8 petensi apa yang
diperlukan karena~padal 83 ®rKa-dengan human capital,
yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM BBPOM di Padang perlu
mendapat perhatian khusus, SDM BBPOM di Padang masih harus ditingkatkan

kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Hal ini juga ditambah dengan belum

optimalnya koordinasi antar bidang.

12 1pid, Pasal 3
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Jumlah pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2021 adalah 36 orang

Aparaturs.panagara p |ERSMSWNURI S

.\

Data Pegawai Direktorat Pegawasan Kosmetik
per 31 Desember 2021

10

8 -

6 -

4 -

2 y

0

Direktur Subdit Subdit Subdit TOP
Pengawasan Pengawasan Pengawasan
Sarana Keamanan Informasi dan
Kosmetik dan Mutu Promosi
Kosmetik Kosmetik

WASN @ Pramubakti

Grafik 2. Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2021

Data pegs fdidikan sebagai

berikut : Magi§ | 8 orang, SMA 2

orang.

Sarana dan prasarana alat pengotar ertorat Pengawasan Kosmetik tahun 2021

adalah sebagai berikut :
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Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Alat Pengolah Data
Keterangan Total BMN Jumlah BMN Kondisi Yang di GAP

dalam  Keadaan Harapkan

TSITAS ANDAT A=

WP
~
N
(. o LR
Y
s
A
N
N
SSRS
PR
-
s

PC Unit 30
“\‘“‘ ‘ i — 4 -

Laptop 4 24

Printer 19

Scanner 2

sumber JBBPC da P ‘ y

Berdasarkd ¢ L V. [ ‘ lQE \ \E\an\ afd kebutuhan alat
pengolah dat hp tersebut dapat
segera dipen A g untuk me DA al.

Untuk 8§ Sumatera Barat

pada Tahun 26§ fhperoleh anggaran
sebesar Rp.447285. 8930 N BB hafet 2022  sebesar

RP.4.695.954.785,- atau 10.62%
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Tabel 1. 4
Rincian Anggaran BBPOM

Jenis Belanja PAGU Realisasi Persentase realisasi

Belanja Pegawai 15,559,155,000 2,965,080,825 19.06%

Belanja Barang

Belanja Mc

Total

Dari tabe dan penggunaan

anggaran Bg %, maka dapat

disimpulkan Besar Pengawas
Obat dan M ntuk mencapai
sasaran strat am konteks ini,
Pengukuran an efisien dapat
berubah me lain, begitupula
sebaliknya. F Kinerja daninput

dalam bentuk 3

Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh
BBPOM untuk kendaraan Jumlah kendaraan operasional BBPOM di Padang adalah 15 unit

sebagali berikut :
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Tabel 1.5
Jumlah Kendaraan Dinas

Jenis Kendaraan Jumlah

Sedangk 3 ) ) Angunan gedung
BBPOM di fathing seluad’a167 Wi sej i sertifikht hak milik atas
nama BBPQ ‘aif'" < : ah sudah tidak

. .
D
‘.

memungkin \ ‘,\ R0 -Masing.s dah )|dengan jalan raya
dan kantor P \X:&:umnu-dulu/u‘ "'"/ y lakukan dengan
ﬂ..-'h'm o

membuat ba ""‘"“"""""'V"
rincian lantai \UNS&TUaS V2 ATZ Y Al ai2=CalEias As 906 m2, selain

fungsi perkan ? ‘u g gﬁ M. Secara umum

pemenuhan terhadap kebutuhan“ate gan meubelair kerja masih terpenuhi,

86 m 2, dengan

namun untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, masih belum terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, meski BBPOM Kota Padang telah melakukan berbagai
pengawasan dan pemeriksaan, serta telah melakukan penemuan dan penindakan, kosmetik

ilegal masih banyak beredar di pasaran. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan
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Republik Indonesia dijelaskan bahwa®: Pasal 1 menjelaskan pelanggaran terhadap keputusan
ini dapat diberikan sanksi berupa: a. Peringatan tertulis b. Penarikan kosmetik dari peredaran
termasuk penarikan iklan c. Pemusnahan kosmetik d. Penghentian sementara kegiatan
produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik e.

Pencabutan sertifikat dan atg myeQutkan bahwa selain sanksi yang

ran perundang-

Konsum¢ karenakan tidak

adanya labe emukan nomor

Badan Peng pelaku tersebut

bertujuan u ing bahan yang
daftar di Badan

Pengawas O g _'-'_"_-‘" "\’ aln 1ty NE DA I Ao el o idak resmi juga

sering dite. «\[\\\n'_"—__\%i -/

dengan baik N 1 onma-inaricrang

tidak dikemas
ang tidak benar,

maka perbua , oleh pemakaian

Adapun yang dikaji dari pene dalam proses pengawasan peredaran
kosmetik berbahaya akan tetapi tetap beredar di masyarakat, baik yang diproduksi oleh
Indonesia maupun oleh luar negeri (kosmetik impor) dan produk kosmetik tersebut tidak sesuai

dengan arahan yang telah ditetapkan baik dalam persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan

13 Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik
Pasal 1 dan 2
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serta dapat memberikan kerugian kepada masyarakat atau penggunanya. Seperti saat ini
sebagaimana yang kita ketahui telah banyak beredar beberapa kosmetik berlabel BPOM di
Kota Padang yang masih berbahaya terdapat di dalam kosmetik tersebut beberapa zat merkuri
dan hidroquinon. Dari penjelasan di atas hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat agar lebih teliti dan selektif dalam memilih kosmetika yang digunakan yang sesuai

5, maka pokok
m penelitian ini

ngan maraknya

peredaran p i 3 sertifikasi halal
sehingga daa] menit ks 4 B30 JKonskn. Berdasarkan

uraian feno ang affpaika atas, Makapenelitiflelh merumuskan

pengawasan

Kota Padang

1.3 Tujuan Penel ‘~~. KED JAJAA N ‘
e bt Szl Thtuk memperoleh data

Adapun tujuan um@
dan informasi yang tepat untuk mengolah dan menganalisis data terkait Implementasi Pengawasan

Peredaran Kosmetika Oleh BBPOM di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfaat Teoritis



24

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan
IImu Administrasi Publik terutama berkaitan dengan pengawasan. penelitian ini juga diharapkan
dapat menambah wawasan serta keilmuan tentang perlindungan konsumen terutama mengenai
hak-hak yang harus didapatkan konsumen mengenai keamanan suatu produk, khususnya produk

kosmetik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai upaya apa

berbahaya. Dihgrapran = Tosi=ess Jerkiet T perlindungan

penelitian sejenis di e

konsumen serta jadil an refere
1.1.2  Manfaat PidKtisys. - “~N WW 2)
i,

permanfaat bagi
BBPOM di Pad rta” . asan f¢rpdaran kosmetik
ilegal di Kota Pa ' ijug Arapanoir JUfeKan sek 1 an referensi bagi

kepentingan akagigqi “dar  tamhbahan-bahaly Kek an, . SNV i yang berminat

Zh
- N|BANG



